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Jakarta, 2 Agustus 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan lanjutan perkara 

perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) 

Bupati dan Wakil Bupati Alor, Imanuel Ekadianus Blegur dan Taufik Nampira, dengan agenda 

mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan badan pengawas pemilu 

(Bawaslu)/panitia pengawas (Panwas), dan pengesahan alat bukti pada Kamis (02/08) pukul 08.30 

WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 60/PHP.BUP-XVI/2018 ini akan disidangkan bersama 

tiga perkara lain, yaitu perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan (69/PHP.BUP-XVI/2018), 

perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Sampang (38/PHP.BUP-XVI/2018), dan perkara PHP Bupati 

dan Wakil Bupati Puncak (18/PHP.BUP-XVI/2018). Persidangan Panel 3 ini dipimpin oleh Hakim 

Konstitusi Arief Hidayat yang didampingi Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Hakim Konstitusi 

Suhartoyo. 

Pada sidang Jumat (27/07) lalu, diketahui bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan 

Amon Djobo dan Imran Duru selaku Paslon pemenang adalah 7,26%. Helio Moniz De Arauajo 

selaku Kuasa Hukum Pemohon mengungkapkan bahwa alasan Pemohon tetap mengajukan 

permohonan adalah kecurangan pada saat pemungutan suara. Berdasarkan keterangannya, 

terdapat pemilih yang seharusnya tidak berhak memilih di 500 TPS di Kabupaten Alor. Pemohon 

menilai hal tersebut berdampak secara signifikan terhadap perolehan suara Paslon pemenang. 

Selanjutnya, Kuasa Hukum Pemohon juga mengungkapkan adanya keterlibatan aparatur sipil 

negara (ASN) dan mutasi ASN. Pemohon menemukan beberapa pegawai negeri yang merangkap 

posisi sebagai panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). Pemohon 

menilai pihak-pihak tersebut turut terlibat mendaftarkan pemilih-pemilih fiktif. Pemohon meminta MK 

membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Alor serta memerintahkan KPU 

Kabupaten Alor untuk memberikan sanksi pembatalan pencalonan atas Paslon pemenang. 

Pada sidang tersebut, Kuasa Hukum Pemohon mengungkapkan bahwa terdapat temuan baru ketika 

menyampaikan permohonan perkara ke MK. Terhadap hal tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat 

menegaskan bahwa perbaikan permohonan hanya dimungkingkan bagi perubahan redaksional. 

Adapun penambahan substansi dan dalil tidak diperbolehkan. (Raisa) 
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